
ABSTRAK 

 
Selama beberapa dekade terakhir, negara di belahan dunia mengalami pergantian rezim politik. Tak 

terkecuali di negara kita. Peralihan kekuasaan orde baru ke reformasi, menempatkan kedudukan 

Indonesia memasuki masa transisi politik hukum. Upaya penegakan pelanggaran HAM di suatu 

negara dalam masa transisi tidaklah mudah. Karena berkaitan erat dengan tarik menarik antar 

kepentingan politik dan hukum. Di tengah pergantian politik hukum tersebut, paradigma keadilan 

transisi dapat menjawab mandeknya kasus penegakan pelanggaran HAM yang berat. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian Yuridis Nomatif. Metode penelitian Yuridis Normatif dilengkapi 

wawancara adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan. Pendekatan masalah yang dipakai adalah yang digunakan dalam penelitian 

hukum ini adalah dengan pendekatan Perundang- undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian 

ini mengugkapkan, terdapat dua metode utama dalam paradigma keadilan transisi yakni melalui 

mekanisme sanksi pidana atau jalur yudisial dan mekanisme di luar sanksi pidana yakni reparasi, 

rekonsiliasi dan kompensasi. Tulisan ini mencoba menjawab penyelesaian pelanggaran HAM yang 

berat melalui paradigma keadilan transisi dan mekanisme ideal dalam penyelesaian kasus pelanggaran 

HAM yang berat. 
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ABSTRACT 

Over the last few decades, countries around the world have experienced changes in political regimes. 

This is no exception in our country. The transition of power from the new order to reformation put 

Indonesia in a transitional period of legal politics. Efforts to enforce human rights violations in a 

country in transition are not easy. Because it is closely related to the tug of war between political and 

legal interests. In the midst of the change in legal politics, the transitional justice paradigm can answer 

the stagnation of cases of enforcement of gross human rights violations. This study uses a type of 

normative juridical research. The normative juridical research method with interviews is a research 

that refers to the legal norms contained in the legislation. The problem approach used in this legal 

research is the Legislative, case, and conceptual approach. The results of this study reveal that there 

are two main methods in the transitional justice paradigm, namely through the mechanism of criminal 

sanctions or the judicial route and mechanisms outside of criminal sanctions, namely reparations, 

reconciliation and compensation. This paper tries to answer the resolution of serious human rights 

violations through the paradigm of transitional justice and the ideal mechanism in resolving cases of 

serious human rights violations. 
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